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BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

bahwa. sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2019, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tahun Anggaran 2019;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

1.

1.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);
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Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018
Nomor 701);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah tahun

2017 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2019



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian

sebagai berikut:

(1.) Pendapatan Daerah :Rp 1.426.911.951.826,00
(2.) Belanja Daerah ' Rp 1.538.807.155.681,00
Surplus/ (Defisit) : Rp (111.895.203.855,00)

(3.) Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan :Rp 113.895.203.855,00

b. Pengeluaran : Rp 2.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto :Rp 111.895.203.855,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran :Rp NIhIl
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Penjabaran APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci

lebih lanjut dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dirinci lebih lanjut dalam

Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dirinci lebih lanjut dalam

Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam dokumen pelaksanaan anggaran perubahan satuan kerja perangkat daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam
Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 28 ODecatnber Joid)

BUPATI-OGAN KOMERING ULU,

Joi
‘" KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 28 Dpsember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN-OGAN KOMERING ULU,

A

T
ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2018 NOMOR ..48..

wn



Lampiran I  Peraturan Bupati Kab.OKU
Nomor : 48 Tahun 2018
Tangga! 28 December 2018

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR URAIAN JUMLAH
URUT
1 2 3
1 PENDAPATAN 1.426.911.951.826,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 124.996.325.806,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 48,000.000.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 3.423.461.500,00 |
1.1.3 Hasil Pengeloiaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ! 3.525.000.000,00
1:4:4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7[_).947_.8_6?.3(36_,0—0_
1.2 DANA PERIMBANGAN . _1.0}4.?11_,9_9_6._000',0%0»
1:2:1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 270.076.118.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 661,416.518.000,00
1.2, Dana Alokasi Khusus o §§.:¢1_9_.3_6§).£3QO_,QQ
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 287.003_.630.020,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 51.617.071.142,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 52.718.496.800,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ' 164.702.692.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 17.965.370.078,00
| 2 BELANJA 1.538.807.155.681,00
1
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 801.046~.9_54.61£7>,Qr()7
2.1.1 Belanja Pegawai 552.269.191.307,00
2.1.2 Belanja Bunga 5.000.000.000,00
2.1.4 Belanja Hibah 12.419.970.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 230,707.793.310,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 650.000.000,00
| 2+2 BELANJA LANGSUNG 737.760.201.064,00
| 2.2.1 Belanja Pegawai 47.514.534.450,00
“ 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 377.596.223.457,00
P 2.2.3 ! Belanja Modal 312.649.443.157,00
| 1
| SURPLUS / (DEFISIT) (111.895.203.355,00)
3 » PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 113.895.203.355,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 55.195.203.855,00 |
3.1:4 Penetimaan Pinjaman Daerah 58.700.000.000,00 |
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2.000.000.000,00
‘ 3.2:2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 111.895.203.855,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00
1
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